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JAKARTA -  Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar Rapat Pleno terkait
Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) di
Ruang Rapat Baleg, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (6/4/2022).
Dilaksanakannya rapat di Baleg ini merupakan salah satu tahapan proses
pengesahan RUU TPKS menjadi undang-undang, yang sebelumnya akan
dibahas terlebih dahulu dalam Rapat Paripurna.

“Patut kita syukuri bahwa hari ini adalah hari yang sangat bersejarah, Rancangan
Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual begitu lama dinantikan oleh
publik dan hari ini kita membuat torehan sejarah antara pemerintah bersama
dengan parlemen untuk memenuhi harapan tersebut,” ujar Ketua Baleg DPR RI
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Supratman Andi Agtas saat membuka rapat.  

Rapat dihadiri Anggota Baleg secara fisik maupun daring serta perwakilan dari
pemerintah yang terdiri dari 12 Kementerian/Lembaga. Sebanyak 8 dari 9 Fraksi
di DPR RI yang memberikan pandangan menyatakan persetujuannya agar RUU
TPKS disahkan di Rapat Paripurna untuk menjadi UU dan selanjutnya untuk
diproses sesuai mekanisme ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

“Saya yakin dan percaya bahwa materi muatan di dalam Rancangan Undang-
Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tentu tidak mungkin memuaskan
semua pihak sesuai dengan keinginan masing-masing karena memang kita tidak
berusaha untuk memuaskan semua pihak, tetapi kita berusaha untuk mencari
titik temu yang terbaik dalam rangka untuk mengambil sebuah keputusan yang
kita lakukan dalam mengharmonisasi, mensinkronkan berbagai aturan yang telah
diatur kemudian kita melahirkan sebuah aturan yang baru menjadi sebuah lex
specialis terhadap tindak pidana kekerasan seksual,” jelas Supratman.

Satu-satunya fraksi yang menyatakan penolakan adalah Fraksi Partai Keadilan
Sejahtera (F-PKS), yang disampaikan melalui juru bicaranya, Anggota Baleg
DPR RI Al Muzzammil Yusuf saat membacakan pendapat mini fraksi. Al
Muzzammil mengungkapkan, F-PKS memperjuangkan agar dalam RUU TPKS
diatur larangan dan pemidanaan terhadap perizinan dan penyimpangan seksual
sebagai salah satu bentuk tindak pidana kesusilaan.

“Kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menolak Rancangan Undang-Undang
tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk disahkan menjadi undang-
undang dan dilanjutkan ke tahap berikutnya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan sebelum didahului adanya pengesahan RUU KUHP dan atau
pembahasan RUU TPKS ini dilakukan bersama dengan pembahasan RUU
KUHP dengan melakukan sinkronisasi seluruh tindak pidana kesusilaan yang
meliputi segala bentuk kekerasan seksual, perzinaan dan penyimpangan
seksual,” ungkapnya. 

Dalam kesempatan yang sama dibacakan pula pandangan pemerintah yang
disampaikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, I
Gusti Ayu Bintang Darmawati.  “Pada akhirnya kami menyetujui dan menyambut
baik atas diselesaikannya pembahasan rancangan undang-undang tentang
tindak pidana kekerasan seksual pada pembicaraan tingkat pertama untuk
diteruskan pada pembicaraan tingkat kedua guna pengambilan keputusan dalam
rapat paripurna DPR RI,” kata Bintang Puspayoga. 

Menutup rangkaian rapat, Supratman selaku pimpinan rapat menjelaskan Ketua
Panitia Kerja (Panja) RUU TPKS sekaligus Wakil Ketua Baleg DPR RI Willy
Aditya telah bersurat kepada pimpinan DPR agar RUU TPKS segera
diagendakan dalam paripurna terdekat. Sebelumnya, Willy mengungkapkan
bahwa RUU TPKS diagendakan untuk dibahas sebelum Masa Persidangan IV
berakhir atau selambat-lambatnya pada 14 April 2022.


